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PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA

BERENCANA TAHUN 2022

D,f

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahrun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2018-2033, maka Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2O2I terilang Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah Semesta Berencana Tahun 2022
sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubalan Atas Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerinatah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Talun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daera-h Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Ba1i, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangulal Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Iembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangal
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg Pembentukan
Peraturan Perundalg-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia"tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
I€mbaran NegaJa Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa k€li terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan anta-ra Pemerintah Pusat darr
Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8

Nomor 21, Tambahan Lembaral Negara Republik
lndonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O18 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Talun 2019 Nomor 42, "lambal\an
l,embaran Negara Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinef a lnstansi Pemerintah
(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 8O);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentarg
Pelalsanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
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Berkelanjut€n (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturar Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembanguna! Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu/] 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17arl;
Peraturan Menteri Dalffn Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 20 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2Oi8
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyrsunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
4s9);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447].;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tent€ng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12o Tahun 2018 tentang
Peubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 15fl:
Peraturan Daerah Proyinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2OO5-
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2025 (Lembarar Daerah Provinsi Bali Tahun 2Ol9
Nomor 2);
Peratura-n Daerah Provinsi Bali Nomor 7 "tahu') 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
'tahtsr: 2O1a-2O23 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahrun 2Q22 Nomor 7) ;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (L€mbaran
Daera} Kabupaten Klungkung Tahun 20 1 0 Nomor 6) ;
Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilaya-h (RTRW) Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2033 (lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(L€mbaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kaJi,
teralhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembararr Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2O2L Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunal Jarrgka Menenga-h Daerah
Semesta Berencana Tahun 2OLA-2O23 (l,€mbaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 "Ialfu/f 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20i9 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Tahun 2Ol8-2O23 [embaran
Daerah Kabupaten Klungkung 'la})tJ'] 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 3);
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2O2l tf.r.taJl:g
Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan F\ngsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Klungkung Ta}n)n 2O2l Nomor 77)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang
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Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Tahun 2021 Nomor 78);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHVN 2022.

Pase-I I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Rencana .Kefa Pemerintah Daerai Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita
Daerah Nabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 23), diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupalan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berla-ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan
Bupati iui dengar penempatannya dalam Berita Daeral Kabupaten
Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada t€nggal 5 Agustus 2022

BUPATI KLUNCKUNG.

---1-!
I IIYOMAN SUWIRTA

Diundalgkal di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

-G=.--
.....=..---.-5

I GEDE PUTU WINASTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 27



BAB VI
PEITUTUP

Dokumen Perubahan RKpD Semesta Berencana Tahun 2022 disusunberdasarkar pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun 2017tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan
Daerah, Tatar Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencanan pembalgunan.tangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana i"-ba.rgu.r^r,
Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah da{t peraturan Menteri Dalarn Neged
Nomor 17 'lahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Ke!.a
Pemerintah l)aerah Tahun 2022

Perubahan RKPD Semesta Berencana .lahun 2022 disusun untuk
menjaga kon sistensi antara perencanaan dan penganggarai, yaitu bahwa
Proses Perubahan ApBD Tahun Anggaran 2022 diaiali dengan adanya
penetapajr Peraturan Bupati Klungkung tentang perubahan RKPD Tahun
2022 sebagai pedoman penyusunai perubahan KUA dan ppAS Tahun
Anggaran 2022 yaJ'g mendapat kesepakatan bersama dengan DPRD.
Persetujuan bersama atas KUpA dan ppAS perubahan A9BD 2022 akai
menjadi dasar penyusunan RKA perubahan APBD Tahun 2022. Selain itu,
Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 ini dimaksudkan juga
sebagai acutrn dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kaidah pelaksanaan Dokumen perubahan RKPD Semesta Berencana
Tah.ulr 2022 adalah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022, tidak hanya
memuat kegiatan-kegiatan dalarn kerangka investasi pemerintah dan
pelayanan publik, tetapi juga memuat pertimbangan-pertimbangan
perub:rhan RKPD, amll kebijakan keuaagan daerah, program dan
kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD
beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

b. Peran€'J<at Daerah dan seluruh staketolders pembangunan termasuk
masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta untuk
melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD
Semesta Berencana Tahun 2O22 dengan sebaik_baiknya.

c. Dalarn upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan seuap
program dan kegiatan baik yang bersumber dari ApBD Kabupaten
Klungl,iung, APBD propinsi Bali, APBN/BLN daJ. Coorporate Socidtl
Respottsibilitg (CSR), maka setiap Satuan Kerja perangkat Daerah
perlu membuat perubahan Renja perangkat Daerah Tahun 2022
sebagai penjabaran dari perubahan Renstra KerJa perangkat Daerah
Talun 2018-2023 dan perubahan RKPD Kabupaten Klungkung
Tahun 2O22.

Petubahaft RKPD Semesta Berencana Tahun 2O2Z vr/ 1



Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam
pembangunal daerah. Masyarakat diharapkan dapat bertindak
sebagar pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan
progam/kegiatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.
Dala:n rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
Perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2022, gadan
Perencanaan Penelitian dan pengembangan berkewajiban untuk
melal<ukan pemantauan dan menga'ralisa terhadap penjabaran,
sineqlitas, dan konsistensi perubahan RKPD Semesta Berencara
Ta']u,tr 2022 ke daLam KUPA dan ppAS perubahan APBD Tahun
Anggarar' 2022.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

d.
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